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NIM :  50700112136
Judul : Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar
dalam Meningkatkan Citra Pemerintahan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas humas pada bidang
pengaduan pemkot makassar dalam meningkatkan citra pemerintahan dan untuk
mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat aktivitas humas pada bidang
pengaduan pemkot makassar dalam meningkatkan citra pemerintahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan retorika dengan jenis pendekatan
deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara
mendalam, dan riset kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan
analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sub bagian pengaduan masyarakat
adalah bagian dari humas. Aktivitas humas pengaduan yaitu setiap hari menerima
pengaduan baik itu media cetak, media sosial, sms online, telepon dan pengaduan
langsung. Setiap pengaduan masuk, ditindak lanjuti, di telpon SKPD yang terkait
yang bertanggung jawab atas pengaduan tersebut. (2) faktor pendukung dalam
aktivitas humas pada bidang pengaduan yaitu press room, membuat posko pengaduan
dan faktor penghambat dalam aktivitas humas di bidang pengaduan yaitu sarana dan
prasana, sumber daya manusia, koordinasi.
Implikasi Penelitian bahwa Perlunya peningkatan sosialisasi pelaksanaan
program-program layanan pemerintah agar masyarakat tidak mendapat pelayanan
buruk dari SKPD yang bersangkutaan. Dan Saran untuk bagian humas sebaiknya ketika
ada orang melakukan penelitian hendaknya memberikan arahan atau masukan tentang




A. Latar Belakang Masalah
Hubungan masyarakat (Humas) atau yang biasa disebut public relation (PR),
menjadi hal yang tidak asing disetiap lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan
maupun lembaga perusahaan. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi
yang berlangsung dua arah dan timbal balik dan memiliki peranan penting dalam setiap
lembaga karena humas menjadi salah satu strategi dalam menciptakan dan
meningkatkan citra pemerintahan. Humas juga dapat diartikan sebagai sebuah seni
berkomunikasi (art of communication) dengan publik untuk membangun saling
pengertian, menghindari kesalahpahaman dan miss persepsi sekaligus membangun citra
positif lembaga. Sedangkan citra adalah pemahaman kesan yang timbul karena
pemahaman akan suatu kenyataan.
Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh
suatu manajemen organisasi sedangkan citra adalah tujuan dari suatu organisasi.
Sebagai sebuah profesi, seorang Humas harus mampu untuk memberikan informasi,
mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat
akan sesuatu untuk membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Humas
juga dapat diartikan sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam
menciptakan solusi antar berbagai organisasi, baik internal maupun eksternal dalam
rangka membangun citra dari institusi atau pemerintah. Seorang Humas Pemerintah
juga harus dapat memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan
merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai
2kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra
positif pemerintah daerah tersebut dimata publik. Humas juga berperan membina
hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam
pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari
masyarakat.
Dalam riset mengenai kegiatan humas (Public relations), ada dua tanggung
jawab dalam kegiatan humas yaitu peran sebagai teknisi dan manajemen. Humas
melaksanakan tiga peran, pertama sebagai pemberi penjelasan, yaitu orang yang bekerja
sebagai konsultan dalam mendefenisikan masalah, menyarankan pilihan dan memantau
implementasi kebijakan. Kedua sebagai fasilitator komunikasi, yaitu orang yang
biasasanya bertugas dalam suatu organisasi yang berkaitan langsung dengan lingkungan
yang berperan untuk menjaga hubungan dan komunikasi dua arah. Ketiga sebagai
fasilitator pemecahan masalah, yaitu orang yang bermitra dengan senior untuk
mengidentifikasi dan memecahkan masalah.1
Fungsi humas sendiri tidak dapat terlepas dari opini publik, karena salah satu
fungsi humas adalah menciptakan opini publik yang memiliki good will (kemauan baik)
dan partisipasi. Kinerja humas dalam suatu pemerintahan biasanya membantu dalam
menjalankan suatu program pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu yang
ditargetkan oleh pemerintah. Selain itu, humas pemerintah juga berperan penting dalam
membangun dan memberikan informasi baik secara internal maupun eksternal. Bila
dilihat secara eksternal, biasanya humas berperan memberikan informasi mengenai
kebijakan pemerintah, memberikan sanggahan mengenai suatu pemberitaan yang dapat
1 Lattimore, Public Relation Profesi & Praktek ( Selemba Humanika, 2010) h.35
3merugikan pemerintah dan menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada
masyarakat.
Keberadaan unit kehumasan secara fungsional merupakan keharusan dan secara
operasional upaya menyebarluaskan suatu kegiatan atau aktivitas dari instansi yang
bersangkutan, yang ditujukan baik untuk membina hubungan ke dalam organisasi itu
sendiri, maupun kepada masyarakat luas. Humas menjadi suatu alat atau saluran “the
public relations as tools or channels of goverment publication”,2 untuk memperlancar
jalannya interaksi dan penyebaran informasi.
Humas Kota Makassar memiliki peranan sangat penting dalam membentuk citra
Pemerintahan Kota Makassar. Dilihat dari kinerja yang dimiliki, Humas Kota Makassar
bekerja keras dalam mempertahankan image (citra) Pemerintahan Kota Makassar.
Pemerintahan Humas Kota Makassar dalam mengembangkan hubungan yang baik
dalam masyarakat dengan cara memberikan informasi karena keberadaan Pemerintah
Kota Makassar memiliki ketergantungan dalam hubungan bermasyarakat sehingga citra
Pemerintah tetap terjaga. Menciptakan pengertian publik yang lebih baik yang dapat
memperbesar kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Makassar.
Humas Kota Makassar memiliki fungsi menyangkut upaya pembinaan image
(citra), mulai dari upaya menumbuhkan citra, memelihara atau mempertahankan citra,
sampai ke upaya untuk meningkatkan citra.
Humas yang berada di Kota Makassar terbagi menjadi tiga seperti Humas bagian
Pemberitaan yang memiliki tugas seperti mencari, mengumpulkan, menghimpun dan
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemberitaan. Humas
2http://id.wikipedia.org/wiki/humas. 07 Desember 2015
4bagian Dokumentasi yang memiliki tugas seperti melaksanakan usaha-usaha untuk
peningkatan hasil dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
maupun masyarakat. Humas bagian Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan
dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur
pemerintahan terkait berupa sumbangan pikiran suara, gagasan, keluhan, pengaduan,
yang bersifat membangun.
Humas bidang Pengaduan memiliki bentuk-bentuk pengaduan yaitu: Pertama
melalui Media Cetak, dimana masyarakat bisa menghubungi media cetak seperti koran
misalnya Tribun Timur, Fajar, Ujung Pandang Expres atau Berita Kota Makassar.
Kedua  melalui Telepon, masyarakat bisa menelpon langsung kelembaga pengaduan
Kota Makassar dengan menghubungi nomor telp: 0411-3630249. Ketiga melalui SMS
Online, masyarakat bisa menyampaikan keluhan dengan menghubungi nomor telp:
081141115097. Keempat Pengaduan langsung, masyarakat bisa langsung mendatangi
kantor Balai Kota Makassar bagian pengaduan, Jl. Ahmad Yani no.2 di lantai 2. Kelima
melalui Media Sosial, masyarakat bisa melakukan pengaduan dengan mengkunjungi
Fanpage Facebook (Humas Pemkot Makassar) bisa juga lewat Twitter
@humasmakassar terkait tentang pengaduan.
Aktifitas yang dilakukan oleh Humas bidang Pengaduan Pemkot Makassar
dalam membangun citra pemerintah yaitu: Melakukan sosialisasi tentang program dan
Hasil yang dicapai setiap SKPD dihadapan seluruh media lokal maupun nasional yang
ada di Makassar.
5Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis memberi judul penelitian ini
“Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar dalam Meningkatan
Citra Pemerintahan”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, dan di
fokuskan pada Aktivitas Humas pada bidang Pengaduan Pemkot Makassar dalam
meningkatan Citra Pemerintahan.
2. Deskripsi fokus
Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul diatas, dapat dideskripsikan
subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan bahwa penelitian ini dibatasi hanya
membahas aktivitas humas pada bidang pengaduan dalam meningkatan citra
Pemerintahan. Oleh karena itu, penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:
a. Aktivitas
Aktivitas artinya salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam bagian
pemerintahan. Aktivitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai komunikasi
timbal balik (two way communication) terhadap seluruh publiknya internal
maupun eksternal.
b. Humas
Humas merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu, menanamkan
pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan
menanamkan good will, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang
baik dari publiknya. Humas berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian
informasi-informasi mengenai keadaan suatu organisasi yang di anggap
6penting dan patut diketahui masyarakat. Seorang humas juga harus berperan
sebagai komunikator dan pendengar yang baik. Karena mereka harus
mengetahui dan memahami pendapat publik terhadap organisasi/
pemerintahan.
c. Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat
yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintahan terkait
berupa sumbangan pikiran suara, gagasan, keluhan, pengaduan, yang bersifat
membangun. Pengaduan masyarakat dalam hal ini masyarakat dapat
melakukan pengaduannya melalui media cetak, media sosial, sms online,
telepon dan pengaduan langsung.
d. Citra merupakan kesan atau impresi seseorang terhadap sesuatu. Citra dalam
hal ini dapat diartikan sebagai penilaian atau tanggapan masyarakat dapat
berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan
menguntungkan terhadap suatu citra lembaga atau pemerintahan.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar
dalam Meningkatan Citra Pemerintahan?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Humas Pengaduan
Pemkot Makassar dalam Meningkatan Citra Pemerintahan?
7D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu
Tabel 1.1. Perbandingan hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.
No Judul/ Nama Fokus Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian




















informasi ada beberapa program
yaitu sarana M-CAP dan M-PLIK,
layanan medai center, Tabloid
Makassar Info, sosialisasi program
pemerintahan kota, dan layanan
pengumuman mobil keliling.










c. PT Telkom Divre VII
KTI,






Aktivitas public relations PT
Telkom Divre VII KTI dalam
membangun citra positif adalah
kunjungan melembaga,
mensponsori event-event, evaluasi
pemberitaan di media, ikut
merayakan hari-hari besar, release
ke media tentang kegiatan CSR dan
mengisi advertorial bulanan.
Dimana strategi yang dilakukan












bagaimana peran humas DPR
RI dalam menjaga reputasi
kinerja anggota DPR RI dan
Aktivitas Humas DPRD Kota
Makassar sebagai fungsi  mediator
hanya sebatas mediasi demonstran
dan sebagai fungsi publisitas
8dan Publisitas hambatan-hambatan  apa saja
yang dihadapi humas dalam
melakukan peran ini.
cenderung memakai media untuk
mempublikasikan daripada
langsung kepada masyarakat.
Faktor pendukung adalah fasilitas
yang memadai dapat menunjang


















Aktivitas Humas pada bidang
pengaduan Pemkot Makassar
meliputi aktivitas internal dan
ekternal yang mempunyai tujuan
menfasilitasi pengaduan ke SKPD
terkait dan menyusun kerangka dan
mekanisme tindak lanjut pengaduan
masyarakat. Dan adapun faktor
pendukung adalah prees room dan
membuat posko pengaduan. faktor
penghambat dalam aktivitas humas
bidang pengaduan adalah sarana
dan prasarana, sumber daya
manusia dan koordinasi.
9E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar
dalam meningkatan citra pemerintahan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Aktivitas Humas pada
Bidang Pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatan citra pemerintahan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah
1) Hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi instansi yang
terkait.
2) Peneliti ini diharapkan dapat menambah ragam meneliti dalam ilmu komunikasi.
3) Dapat memberi masukan tentang judul yang terkait.
4) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenisnya.
b. Kegunaan Praktis
1) Kegunaan Institusi
Bagi institusi, hasil penelitian ini dirahapkan dapat menambah dan memberikan
informasi yang berguna tentang pelaksanaan Aktivitas Humas pada Bidang
Pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatan citra Pemerintahan.
2) Kegunaan Mitra
Bagi mitra, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai




Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai tambahan
informasi tentang bagaimana menyampaikan aspirasi tentang masalah-masalah





Humas menempati arti penting dalam kegiatan operasional sebuah
institusi, baik institusi pemerintahan maupun swasta, karena fungsi dan tugasnya
sebagai image builder (pembangun citra) dari sebuah institusi. Institusi yang baik
dan tertanam dalam benak masyarakat adalah institusi yang mempunyai citra
positif, sehingga membuat publik menaruh keyakinannya pada institusi tersebut.
Humas juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai jembatan antara institusi
dengan publik.
Kaitannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan, humas adalah hal yang
sangat esensial dan komponen yang terintegrasi dengan pelayanan publik atau
kebijakan publik. Aktivitas humas profesional akan memastikan manfaat diterima
oleh warga negara yang merupakan tujuan dari kebijakan publik atau pelayanan.
Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan
fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan
kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan kepada masyarakat. Terutama di
Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas ini merupakan
kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan
informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu berada memperoleh
kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap
dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik.
Pemerintah sendiri, baik pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota
maupun pusat pada dasarnya mempunyai tugas pokok yang dapat diringkas
menjadi tiga fungsi hakiki, yakni pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.
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Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan
mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan
kemakmuran dalam masyarakat. Dengan demikian pemerintah mempunyai tugas
pokok dan fungsi yang sangat luas dan kompleks. Terlebih proses demokratisasi
telah mengubah paradigma pemerintahan saat ini, yakni dari government menjadi
governance, dimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik menjadi
tuntutan sekaligus ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan yang demokratis.
Pada dasarnya keberadaan Humas sebagai salah satu unit di lembaga
pemerintahan sudah tidak bisa ditawar lagi mengingat fungsinya yang dapat
menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Humas bisa
dijadikan garda depan dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima
kebijakan lembaga serta sebaliknya menyiapkan mental lembaga dalam
memahami kepentingan publik.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di
Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas
Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah yang profesional,
terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan
dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan.1
Dari konsep tata kelola tersebut maka misi praktisi humas pemerintah
adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai
salah satu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah
pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang
berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program
1 http://www.itjen.depkes.go.id/.../PERMENPAN2010_028_... Makassar dalam angka
2010 “Respository.unhas.ac.id/bitstream”. h. 29 tanggal 12 maret 2016
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pemerintah. Tata kelola ini disusun oleh pemerintah dengan memperhatikan aspek
prioritas kebutuhan, kepraktisan, dan praktik-praktik terbaik (best practices).
Banyak manfaat dari tata kelola kehumasan ini diantaranya meliputi:2
1. Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia
(SDM) di Bidang Kehumasan.
2. Sistem informasi terpadu, tertata, dan merata.
3. Pemantapan kelembagaan humas yang kuat dan memiliki kompetensi dalam
memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab.
4. Peningkatan akuntabilitas, pengawasan, dan budaya kerja positif yang
berorientasi pada visi dan misi organisasi.
5. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kehumasan.
6. Terwujudnya hubungan baik antarindividu, terjalinnya kebersamaan antar
instansi pemerintah, serta adanya keseimbangan arus informasi dari dan kepada
masyarakat.
Selain manfaat, humas pemerintahan juga memiliki prinsip dasar
meliputi:3
a. Tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan
penciptaan nilai.
b. Tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan
instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik.
c. Tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundang-
undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (common practices)
yang sehat.
2 H.A.W. Widjaja, Komunikasi. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi
Karsa, 2008). h. 57
3 H.A.W. Widjaja, Komunikasi. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, h. 63
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d. Tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan,
kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan
yang berkelanjutan.
Perlu diketahui bahwa peran humas pemerintah meliputi unsur-unsur
berikut:4
1. Komunikator Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran
komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.
2. Fasilitator Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan
aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah
dalam pengambilan putusan.
3. Diseminator Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap
internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung,
mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.
4. Katalisator Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan
dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk
menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.
5. Konselor, Advisor, dan Interprator Humas merupakan konsultan, penasihat,
dan penerjemah kebijakan pemerintah.
6. Prescriber Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin
puncak penentu kebijakan.
Humas Pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan. Kode etik
humas pemerintah diantaranya ialah anggota humas pemerintahan menjunjung
tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah, anggota humas
pemerintahan mengutamakan kompetensi. Selain itu juga humas pemerintah wajib
4 H.A.W. Widjaja, Komunikasi. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, h. 63
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untuk menjunjung objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan
norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya, anggota humas
pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib
mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan
perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait mengenai manajemen kehumasan tata kelola ini membagi
manajemen kehumasan dalam dalam sistem komunikasi terbuka dan sistem
komunikasi tertutup. Manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka
adalah komunikasi dua arah yang mampu mendengarkan umpan balik dari publik.
Sedangkan manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi tertutup hanya
melakukan fungsi komunikasi satu arah dengan publik yang berkepentingan.
Tata kelola kehumasan merupakan proses yang berkelanjutan. Tahap awal
dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, yang dilanjutkan dengan
perencanaan dan pengambilan putusan untuk menghasilkan program kehumasan
selama periode tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan kehumasan yang telah
direncanakan dan dikomunikasikan secara terpadu. Selama pelaksanaan kegiatan,
dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta modifikasi untuk
perbaikan berkelanjutan.
B. Defenisi Humas
Istilah “hubungan masyarakat” atau yang disingakat “Humas” sebagai
terjemahan dari istilah public relation sebenarnya sudah benar-benar
memasyarakat dalam arti kata telah dipergunakan secara luas oleh instansi,
lembaga, serta pemerintah di indonesia.5Istilah public relation sendiri sering
5Onong Uchyana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002), h. 131
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dikatakan sebagai upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk
mempengaruhi pendapat publik.
Menurut Simoes dalam Rosaldy Ruslan defenisi Humas adalah sebagai
berikut:6
a. Humas merupakan proses interaksi, menciptakan opini publik sebagai
input yang menguntungkan kedua belah pihak.
b. Humas adalah fungsi manajemen, menumbuhkan, mengembangkan,
hubungan baik antara institusi atau lembaga dengan publiknya, baik
internal maupun eksternal.
c. Humas merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu, menanamkan
pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan
menanamkan good will, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan
citra yang baik dari publiknya.
d. Humas merupakan profesi profesional dalam bidangnya, merupakan
faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan institusi dengan
cara yang tepat.
Menurut Marston, humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi
sikap publik, mempelajari kebijakan dan prosedur individual atau organisasi
dengan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk mendapatkan
pemahaman penerimaan publik.7
Humas, menurut defenisi kamus terbitan institusi of public Relations (IPR),
yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa dan Inggris, terbitan
bulan November 1987, “Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan
secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan
6Rosaldy Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Jakarta: PT Raja
Grandfindo Persada,2006), h. 17-18
7Rosaldy Ruslan, Manajemen Publik Relations dan media komunikasi, h. 15.
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memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap
khalayaknya.8
Menurut kamus fund and wagnal, amerika standart Desk Dictionary
terbitan 1994, istilah humas di artikan sebgai segenap kegiatan dan teknik atau
kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau
memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap
keberadaan dan sepak terjangnya.
Pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus
1978, ditetapkan defenisi humas adalah suatu seni sekaligus desiplin ilmu sosial
yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan
konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberikan masukan dan saran-saran
kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program
tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau
kepentingan khalayak.9 Setelah mengkaji kurang lebih 472 lebih defenisi humas
Rex Harlow dalam bukunya berjudul A model for public Relations Education for
Professional Practikes yang di terbitkan oleh Internasional Public Relations
Association (IPRA) 1978 menyatakan bahwa defenisi dari public relations
(humas) adalah fungsi manajemen khas yang mendukung pembinaan, pemelihara
jalur bersama antara organisasi dan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi,
pengertian, penerimaan, dan kerja sama.10 Dalam hubungannya dengan
masyarakat humas mempunyai peran  yang sangat penting dalam suatu organisasi
baik secara interrn maupun ekstern. Humas merupakan fungsi manajemen yang
8Rosaldy Ruslan, Manajemen Publik Relations dan media komunikasi, h. 16.
9M. Linggar Anggoro,Teori dan Profesi Kehumasan serta aplikasinya di Indonesia
(Jakarta: Bumi Aksara,2001) h. 2.
10Rosaldy Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan
Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 16.
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melakukan komunikasi untuk menciptakan pemahaman, saling pengertian, dan
kepercayaan dari konsumen terutama masyarakat secara luas.
Walaupun berbagai defenisi kehumasan memiliki redaksi yang saling
berbeda akan tetapi prinsip dan pengertiannya sama. Salah satu defenisi humas
yang diambil  dari The British Institusi of Public Relations, berbunyi:
1) Public relations activity is management of communications between an
organization and its publics. (aktivitas public relations adalah mengelolah
komunikasi antara organisasi dan publiknya).
2) Public relations practice is deliberate, planned and sustain effort to
establish and maintain mutual understanding between an organization and
its public. (praktik publik relations adalah memikirkan, merencanakan, dan
mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara
organisasi dan publiknya).11
Dari beberapa defenisi tersebut dapat dilihat bahwa humas itu
menonjolkan tanggung jawab organisasi kepada kepentingan publik atau
kepentingan masyarakat luas, humas itu jelas berkaitan dengan niat baik dan
reputasi. Kehadirannya dibutuhkan karena humas merupakan salah satu elemen
yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif.12
Kesimpulan dari defenisi hubungan masyarakat yang telah dikemukakan
oleh para ahli adalah seluruh kegiatan perusahaan yang mencakup hubungan
dengan pihak dalam maupun pihak luar, yang saling berinteraksi untuk membuat
opini publik.
Terdapat lima kriteria Humas, yaitu:13
a) Mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter
dengan baik,
b) Mampu berkomunikasi dengan baik, yakni menjelaskan segala sesuatu
dengan jelas, lugas baik lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual,
11Rosaldy Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, h. 16.
12M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, h.  1.
13 Anggoro Linggar, Teori & Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
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c) Pandai mengorganisasi segala sesuatu termasuk memiliki perencanaan prima;
mempunyai integritas personal, baik dalam profesi maupun pribadi;
mempunyai imajinasi,
d) Tahu mengenai akses informasi yang seluas-luasnya,
e) Lembaga harus mendukukung secara penuh dengan kebijakan dan komitmen
sebagai pimpinan puncaknya.
Dengan adanya kriteria tersebut, pemerintah dapat menyampaikan
informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan
tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban
kepemerintahannya.
C. Peran dan Fungsi Humas
1) Peran Humas
Terdapat beberapa bagian penting dari pekerjaan petugas Humas dalam
suatu organisasi adalah:14
a. Membuat kesan (image), yaitu gambaran yang diperoleh seseorang tentang
suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka
(terhadap suatu produk, orang, atau situasi).
b. Pengetahuan dan pengertian. Humas memiliki peran penting dalam
membantu menginformasikan pada publik internal (dalam organisasi) dan
publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi akurat
dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidak-pedulian akan suatu




c. Menciptakan ketertarikan. Humas juga harus dapat menciptakan ketertarikan
publik dalam suatu situasi atau serial situasi, yang bisa jadi berpengaruh besar
dalam suatu organisasi atau sekelompok orang.
d. Penerimaan. Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah situasi
karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, atau mengapa hal
tersebut terjadi. Profesi humas mempunyai peran kunci untuk menjelaskan
sebuah situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya sehingga ketidak-
pedulian, dan bahkan sikap menentang, yang menjadi atmosfer
disekelilingnya dapat diputar menjadi pengertian dan penerimaan.
e. Simpati. Dengan mengemukakan informasi secara jelas dan tidak bias,
umumnya merupakan cara yang berhasil untuk meraih simpati.
2) Fungsi Humas
Fungsi humas meliputi:
a) Fungsi Manajemen adalah membantu memberikan penerangan dan
tanggapan dalam hubungan dengan opini public.
b) Bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi
kecenderungan.15
Dalam organisasi perusahaan atau lembaga  dan instansi peran public
relations atau humas tidak dapat dianggap remeh. Karena public relations harus
berperan sebagai seorang tokoh yaitu sebagai mediator, komunikator, dan
sebagainya dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut public relations
diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan perannya.16
Humas dikatakan berfungsi apabila aktivitas yang dilakukan menunjuk
pada suatu kegiatan yang jelas dan khas. Selain itu, berfungsi tidaknya humas
15Soemirat Soleh, Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar Public Relations (Bandung: Remaja
Rosda Karya,2003) h. 76
16Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, h. 235.
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dalam sebuah instansi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang
menunjukkan ciri-ciri fungsinya. Oleh karena itu, untuk menguraikan mengenai
fungsi public relations, sebagai berikut:
a. Public relations adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang
berlangsung secara timbal balik.
b. Public relations merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan
oleh manajemen suatu organisasi.
c. Public menjadi sasaran kegiatan public relations adalah publik intern dan
ekstren.17
Dikaitkan dengan pemahaman dan definisi humas tersebut, faktor utama
yang dapat menentukan kelancaran proses dalam fungsi kehumasan dapat melalui






Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya public Relations (1952,
University of Oklahoma Press), terdapat 3 fungsi utama humas sebagai mana
dikutip oleh Rosady Ruslan, yaitu:
a. Memberikan penerapan kepada masyarakat.
b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyrakat
secara langsung.
17Onong Uchyana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan praktek (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,2002), h. 24.
18 Rosaldy Ruslan, manajemen Public Relations dan media Komunikasi, h. 2-3
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c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu
badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau
sebaliknya.19
Dari pemaparan defenisi dan fungsi humas atau Public Relations di atas,
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri khas dari fungsi humas adalah sebagai
berikut:
1) Menunjukkan kegiatan tertentu (action),
2) Kegiatan yang jelas (activities),
3) Adanya perbedaan khas kegiatan lain (different),
4) Terdapat suatu kepentingan tertentu (important),
5) Adanya kepentingan bersama (common interest),
6) Terdapat komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two ways traffic
communication).
Berdasarkan ciri khas kegiatan humas tersebut, menurut pakar humas
Internasional, Cutlip &Center, and Canfield (1982) fungsi humas dapat
dirumuskan sebagai berikut:
a) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama
(fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi).
b) Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan
publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
c) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi
dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang
diwakilinya, atau sebaliknya.
d) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran
kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.
19Rosaldy Ruslan, manajemen Public Relations dan media Komunikasi, h. 18.
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e) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus
informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya
atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua bela pihak.20
Fungsi humas pemerintah:
1) Menunjang aktivitas utama lembaga dalam mencapai tujuan bersama
(fungsi melekat pada instansi pemerintah).
2) Membina hubungan yang harmonis antara badan atau instansi
pemerintah dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini,
persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan instansi
pemerintah yang diwakilinya atau sebaliknya.
4) Melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada
pimpinan lembaga demi tujuan dan manfaat bersama.
5) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik, dan mengatur
arus informasi, publikasi serta pesan dan instansi pemerintah kepada
publiknya atau sebaliknya demi terciptanya citra positif bagi kedua
belah pihak.21
Untuk menjalankan fungsi seorang humas, sebagai pejabat humas dituntut
untuk memiliki empat kemampuan yaitu:
a) Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisis suatu persoalan
berdasarkan fakta dilapangan, perencanaan kerja, komunikasi dan
mampu mengevaluasi suatu problematika yang dihadapinya.
20Rosaldy Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi konsepsi dan
Aplikasi, h. 19.
21Rosaldy Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan
Aplikasi, h. 130.
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b) Kemampuan untuk menarik perhatian, melalui berbagai kegiatan
publikasi yang kreatif, inovasi, dinamis, dan menarik bagi publikasinya
sebagai target sasarannya.
c) Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum, melalui kekuatan
publik (crystallizing public opinion) yang searah dengan kebijakan
organisasi atau instansi yang diwakilinya itu dalam posisi yang saling
menguntungkan.
d) Kemampuan seorang humas menjalin suasana saling percaya, toleransi,
saling menghargai, good will dan lain sebagainya dengan berbagai
pihak, baik publik internal maupun eksternal.22
Kesimpulan dari pemaparan tentang peran dan fungsi humas secara
keseluruhan membahas tentang kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk
membangun dan mempertahankan citra sebuah lembaga atau instansi.
D. Tugas dan Ruang Lingkup Humas
Sebuah instansi dan setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung
jawab masing-masing, dan diharapkan dengan pemberian wewenang ini setiap
departemen dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,
sehingga operasional instansi dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya, inti dari
tugas humas adalah sinkronisasi antara informasi dari organisasi atau perusahaan
dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling
mengerti, dan muncul suasana yang menyenagkan dalam interaksi perusahaan
atau organisasi dengan publik. Penyesuaian yang menciptakan hubungan
harmonis dimana satu sama lain saling memberi dan menerima hal-hal yang bisa
menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan dari adanya dua jenis publik bagi
suatu badan atau perusahaan (publik internal dan publik eksternal) maka tujuan
22Rosaldy Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan
Aplikasi, h.132.
25
dari public relations pun diarahkan melalui 2 (dua) macam tugas, yaitu internal
dan eksternal. Dengan kata lain,public relations atau humas mengembang tugas
atas tujuannya, yaitu berkomunikasi ke dalam dengan publik intern, dan ke luar
dengan publik eksternal.23
1. Public Internal
Public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan
instansi itu sendiri. Kegiatan public relations ke dalam instansi diperlukan untuk
memupuk adanya suasana yang menyenangkan  di antara para karyawannya,
komunikasi antara bawahan dan pimpinan terjalin dengan akrab dan tidak kaku,
serta meyakini rasa tanggung jawab akan kewajiban terhadap organisasi atau
perusahaan. Yang termasuk publik internal adalah :
a) Hubungan dengan publik karyawan (employee relations)
b) Hubungan dengan publik buruh (labour relations)
c) Hubungan dengan publik pemegang saham (stockholder relations)
d) Hubungan dengan para manager (manager relations)
e) Hubungan insani (human relations)
2. Public Eksternal
Public eksternal adalah Orang-orang yang berada diluar organisasi. Bagi
suatu instansi atau lembaga, hubungan dengan publik di luar instansi atau
lembaganya merupakan suatu keharusan. Yang termasuk publik eksternal adalah:
a) Hubungan dengan pers (press relations).
b) Hubungan dengan pemerintah (government relations).
c) Hubungan dengan pelanggan (customer relations).
d) Hubungan dengan konsumen (consumer relations).
e) Hubungan dengan masyarakat sekitar (community relations).
23Kustandi Suhandang, Public Relations Perusahaan: Kajian, Program dan
Implementasi, (Bandung: Nuasa 2004), h. 45.
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f) Hubungan dengan bidang pendidikan (educational relations).
g) Hubungan dengan masyarakat umum (general relations).
h) Hubungan dengan pemasok (supplier relations).
Dengan demikian, public relations hendaknya mampu melaksanakan
tugas-tugas berikut ini di dalam organisasi atau perusahaan.24
1) Mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan,
kepentingan, dan selera publik akan barang atau jasa.
2) Mengadakan pameran.
3) Open house (menerima atau mengundan tamu).
4) Dan usaha lainnya yang mengarah pada pengenalan, penerimaan, dan
simpati publik eksternal terhadap organisasi atau perusahaan sehingga
rasa kekeluargaan dan kesediaan hidup bersama dan kerjasama antara
masyarakat umumnya dan publik khususnya dengan perusahaan dapat
tercapai.
Kemudian, senada dengan tugas-tugas humas tersebut terdapat tugas dan
kewajiban utama bagi seorang humas adalah:
a) Menyampaikan pesan atau informasi secara lisan,tertulis, atau visual
kepada publiknya, sehingga masyarakat (public) memperoleh pengertian
yang benar dan tepat mengenai kondisi organisasi atau lembaga,
perusahaan, tujuan, dan kegiatannya.
b) Melakukan study dan analisis atas reaksi dan tanggapan publik terhadap
kebijakan dan langkah tindakan organisasi atau perusahaan, termasuk
segala macam pendapat publik yang mempengaruhi organisasi atau
perusahaan.
24Kusandi Suhandang, Public Relations Perusahaan: Kajian, Program dan Implementasi,
h. 81-82
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c) Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada pelaksana tugas guna
membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang mengesankan
dan memuaskan publik.25
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Aktivitas Humas
Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian Humas di
institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan
kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan,
rencana-rencana serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada
masyarakat tetang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu yang
berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Humas pemerintah memungkinkan
untuk memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang
diperlukan dan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang
dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun sedang diusulkan. Manfaat Humas
dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum diterima sejak lama. Humas
harus memiliki sifat membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Di era
reformasi yang menuntut segala sesuatunya serba transparan, juga berdampak
pada keingintahuan masyarakat akan berbagai informasi yang berkenaan dengan
penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah dituntut
menyediakan informasi dan mengkomunikasikannya atau mensosialisasikannya
sesuai dengan keinginan masyarakat, sebab pada dasarnya pemerintah adalah
pelayan masyarakat (public service) yang harus memberikan pelayanan dan
pengabdian terhadap masyarakat.
Memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas utama dari
pemerintah. Pelayanan yang diberikan harus di lakukan sebaik mungkin sehingga
25F. Rachamadi, Public Relations dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Pt. Gramedia
Pustaka Utama, 1994), h. 10.
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tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Disinilah
diperlukan peran Humas pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut
kepada masyarakat. Layanan yang bercirikan cepat, tepat, akurat haru diberikan
kepada masyarakat. Karena kualitas layanan sangat mempengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahnya.
Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nasib masyarakat maka pihak
pemerintah berkewajiban berusaha untuk menjelaskan berbagai implikasi kepada
segenap masyarakat, karena nasib merekapun turut terpengaruh.
Kebanyakan kegiatan Humas pemerintah diarahkan untuk hubungan dengan
media, masalah umum, dokumentasi dan publikasi. Kegiatan-kegiatan yang
biasanya ditangani oleh Humas dalam rangka mensosialisasikan kebijakan
pemerintah ialah mengadakan konferensi pers, membuat press release dan
menyebarkannya kepada media, pemeran-pameran, mengorganisir pertemuan
dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media telekomunikasi bagi
masyarakat. Ini sangat baik dan mesti dilakukan secara berkesinambungan.
Keberadaan Humas Pemerintahan sangat penting. Apalagi fungsinya sebagai
penunjang seluruh kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Namun
sayangnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih banyak Humas
Pemerintahan yang memiliki kendala, terutama dari masalah struktur dan
organisasi Humas yang masih belum baik dan kultur kerja Humas yang juga
masih kurang strategis. Misalnya untuk struktur dan organisasi, layaknya unit-unit
lainnya, unit kehumasan dalam pemerintahan setidaknya perlu memiliki kepala,
karyawan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, infrastruktur yang
disediakan bagi kinerja humas pemerintahan juga belum memadai, misalnya
ruang kerja, peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya, padahal hal itu
diperlukan.
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Idealnya, Humas Pemerintah juga harus memiliki ilmu dan keahlian tentang
kehumasan agar dapat bekerja secara profesional. Dengan begitu, peran dan
fungsi Humas dalam pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Tujuannya agar
tercapainya hubungan yang baik antara pemerintah dan publik-publiknya, baik
dalam citra positif pemerintahan atau pun yang lainnya. Namun realita yang ada
menyatakan bahwa banyak sumber daya manusia yang bekerja di Humas
Pemerintahan tidak memenuhi kriteria tersebut. Humas Pemerintahan bukanlah
sekedar orang yang membuat kliping media massa, tetapi yang memberikan
review atas tulisan jurnalis di media massa. Humas Pemerintahan juga bukanlah
sekedar juru bicara di dalam pemerintahan, lebih dari itu ia merupakan seseorang
yang mengatasi masalah di dalam pemerintahan. Melihat itu, anggapan orang
tentang Humas Pemerintahan seringkali salah pemahaman, sehingga fungsinya
tidak berjalan dengan baik.26 Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat
disimpulkan beberapa faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas dalam
pemerintahan Kota Makassar.
1. Faktor pendukung
Faktor pendukung adalah segala faktor yang menjadi keunggulan Humas dalam
melakukan aktivitasnya. Hal ini dapat meliputi :
a. Semangat bersaing.
b. perkembangan teknologi dan media.
2. Faktor penghambat
Faktor penghambat adalah segala faktor-faktor yang menjadi kelemahan Humas
yang meliputi:
26 Andhiny R Husain,  Hambatan kegiatan Humas baik Internal, Pemerintahan dan
Industri dan Bisnis, dalam http://andhinyhusain.blogspot.co.id/2015/06/hambatan-kegiatan-




Visi dan Misi Humas Pemerintahan Kota Makassar
1. Visi
Menjadikan Humas Sebagai Mediator Informasi, Publikasi, Dan
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah.
2. Misi
a) Meningkatkan peran dan Fungsi Humas dalam pendataan informasi.
b) Meningkatkan Peran serta dan partisipasi dalam kerangka kesinambungan
Kinerja humas.
c) Mewujudkan citra kehumasan yang lebih baik kedepan.
d) Meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta disiplin staf.
e) Membangun komunikasi dan kerjasama secara bersinergis dengan media
cetak Dan media visual.
f) Memposisikan Humas sebagai Sentra informasi publikasi, dan Sosialisasi
Kebijakan pemerintah28
F. Citra ( Image )
1. Defenisi Citra
Citra merupakan kesan atau impresi seseorang terhadap sesuatu. Citra
merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak manusia. Dalam Kamus Bahasa
Indonesia citra adalah:
27 Tantyo Aryo Pribadi M, Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dalam upaya peningkatan
Kepercayaan di SMP Ulul Albab Sepanjang Sidoarjo,dalam ejournal. unesa. ac. id/ article/ 6893/
16/ article. pdf tanggal akses 5-Juni-2016. h. 3
28 Bagian Humas Pemerintahan Kota Makassar, dalam http://visi-misi.html
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a. Kata benda: gambar, rupa, gambaran.
b. Gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan,
organisasi, yayasan, atau produk.
c. Kesan mental yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat.29
Selanjutnya beberapa definisi citra yang dikemukakan oleh para ahli antara
lain:
1) Kotler , menyatakan bahwa “image is the set beliefs, ideals, and impressions
that a person hold of on object.”
2) Webster mendefinisikan citra sebagai gambaran mental atau konsep tentang
sesuatu.
3) Bill Caton memberikan definisi atau pengertian sebagai kesan, perasaan,
gambaran diri public terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja
diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi.
4) Philip Kotler memberikan defenisi atau pengertian citra sebagai seperangkat
keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu
objek.
5) Frank Jefkins menyatakan bahwa citra sebagai kesan seseorang atau
individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan
dan pengalamannya.
6) Buchari Alma memberikan pengertian citra sebagai impresi, perasaan,
atau konsepsi yang ada pada public mengenai perusahaan, mengenai
suatu objek, orang atau mengenai lembaga.30
7) Menurut Kasali, citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman
akan kenyataan. Pemahaman ini sendiri muncul karena adanya
informasi.
29Hasan Alwi, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, h. 587
30http://Mesinunila.blogger.com/2013.di akses 07 Desember 2015
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Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi
yang hendak dicapai bagi dunia public relations. Pengertian citra itu sendiri
abstrak dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan
dari hasil penelitian baik atau buruk. Penilaian atau tanggapan masyarakat dapat
berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan
menguntungkan terhadap suatu citra lembaga atau perusahaan atau yayasan atau
produk barang dan jasa pelayanannya yang diwakili oleh pihak public relations.
2. Citra yang Berlaku
Citra yang berlaku ini dalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada
pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra yang berlaku tidak selamanya
bahkan jarang sesuai dengan kenyataan karena semata-mata terbentuk dari
pengalaman atau pengetahuan orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya
tidak memadai. Biasanya pula citra ini cenderung negatif. Humas memang
menghadapi dunia yang sangat memusuhi, penuh prasangka, apatis, dan diwarnai
keacuhan yang mudah sekali menimbulkan suatu citra berlaku yang tidak fair.
Citra ini di tentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh
penganut atau mereka yang mempercayainnya.31
G. Humas dalam Islam
Humas dalam Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Persamaan ( al- musawah) di ajarkan oleh Rasulullah
Musawwah secara bahasa artinya persamaan. Menurut Istilah, persamaan
dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk
Allah. Persamaan (Al-musawah), yaitu pandangan bahwa semua manusia sama
harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku
bangsa. Tinggi rendah manusia hanya berdasarkan ketakwaanya yang penilaian
31M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan serta aplikasinya di Indonesia,
h.68.
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dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu. Prinsip ini dipaparkan dalam kitab suci
sebagai kelanjutan prinsip persaudaraan dikalangan kaum beriman. Jadi
persaudaraan berdasarkan iman (ukhuwah islamiah) diteruskan dengan
persaudaraan berdasarkan kemanusiaan ( ukhuwah insaniah).32
b. Persaudaraan ( ukhuwah)
Persaudaraan sesama umat Islam sering disebut dengan “ukhuwah
Islamiyah”. Kata ukhuwah” berasal dari kata “akhun” yang berarti saudara.
Sedangkan kata “Islamiyah” berasal dari kata “Islam” yang berarti agama Islam.
Persaudaraan (ukhuwah) jika dijaga dengan baik akan menimbulkan kekuatan,
selain itu bahwa orang Islam dengan orang Islam lainnya itu bersaudara. Itu
artinya kita harus saling tolong, saling perhatian dan saling menyayangi. Di antara
sesama orang Islam tidak boleh saling dengki, iri hati, benci, saling bertengkar
atau saling bermusuhan.
Maka dari itu, persaudaraan sesama umat Islam ini harus tercipta agar
kehidupan ini menjadi damai, aman, tentram, dan sejahtera. Ada tiga jenis
ukhuwwah (persaudaraan) yaitu:
1) Ukhuwwah Islamiyah. Artinya persaudaraan sesama umat Islam.
Persaudaraan ini meliputi seluruh negara yang ada orang Islamnya.
Artinya selama seseorang adalah muslim walaupun ada di negara Amerika
atau Eropa mereka tetap bersaudara, begitu pula di negara lainnya.
2) Ukhuwwah Wathaniyah. Artinya persaudaraan sesama satu bangsa/negara.
Persaudaraan ini terjadi karena kita satu wilayah/satu negara. Artinya
sesama satu negara adalah saudara, baik dia beragama Islam maupun
32Rhomlatul Nihayah, Iffah, Musawah, Ukhuwah (Pengertian, Dasar, Dan Fungsi) dalam
situs http://rhomlatulhana.blogspot.co.id/2014/12/iffah-musawah-ukhuwah-pengertian-dasar.html,
tanggal akses 5 Juni 2016.
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bukan. Mereka juga adalah saudara kita, karena sama-sama satu bangsa
(Indonesia).
3) Ukhuwwah Basyariyah. Artinya persaudaraan sesama manusia.
Persaudaraan ini meliputi seluruh negara dan semua agama yang dipeluk.
Hal ini karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Swt. hidup di
dunia ini tidak bisa sendiri-sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama
lain. karena itu jauhkan dan hilangkan rasa atau sikap hidup yang hanya
mementingkan keuntungan sendiri, sehingga mengorbankan kepentingan
orang lain. Agama Islam sangat mencela sifat mementingkan diri sendiri.
Islam menanamkan rasa ukhuwwah basyariyah serta menuntun umatnya
untuk memahami bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk dirinya
sendiri.33
Allah berfirman QS. Al-hujarat/49: 10
                  
Terjemahanya:
“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”34
c. Cinta Kasih.
Cinta adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan
sendirinya, tidak melihat waktu dan usia, suatu asa untuk ingin menyayangi dan
memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anak nya, perasaan cinta tuhan kepada
umat nya yang bertaqwa. cinta yang tulus akan menimbulkan nilai-nilai kejiwaan
yang selalu tulus dan berserah.
33Ali Ridho, Persaudaraan dalam Islam menurut petunjuk Nabi dalam situs
http://kehidupanaldo.blogspot.co.id/2012/04/persaudaraan-dalam-islam-menurut.html. Tanggal
akses 5 Juni 2016.
34 Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya (Cet. Jakarta : CV.Dua Ribu
Wisata, 2002), h. 516
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d. Tolong menolong
Arti tolong menolong dalam islam berasal dari bahasa arab ta'awun
berasal dari bahasa Arab yang artinya tolong-menolong. Menurut istilah dalam
Ilmu Aqidah dan Akhlak, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di
antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam sifat
ta'awun ini sangat diperhatikan, hanya dalam kebaikan dan takwa, dan tidak ada
tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Oleh karena itu sifat ta'awun
atau tolong-menolong termasuk akhlak terpuji dalam agama Islam.35
Kode etik Humas dalam Islam sebagai berikut:36
a. Amanah
Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa
Arab dalam bentuk mashdar dari (amina- amanatan) yang berarti jujur atau dapat
dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah,
keterangan. Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa
pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah
sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak
memilikinya. Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu
yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin
pemiliknya untuk diambil manfaatnya.
b. Menepati janji
Janji adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk lisan
ataupun tulisan, berhubungan dengan sesuatu (materi perjanjian) yang menjadikan
perjanjian itu terwujud.
35 Rifki Azmi, http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/02/dalil-perintah-tolong-menolong-
dalam.html#.V7hNKciLSWY. Tanggal akses 5 Juni 2016.
36Publik Relation Dalam Persepektif Islam,
http://plagiatnever.wordpress.com/2013/10/08/publik-relations-dalam-persepektif-Islam/, tanggal
akses 19 Agustus 2016.
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c. Benar
Seorang Humas seharusnya berlaku benar dalam perkataan dan perbuatan.
Benar dalam perkataan berarti menyatakan perkara yang benar dan tidak
menyembunyikan rahasia kecuali untuk menjaga nama baik sesorang.
Benar dalam perbuatan adalah mengerjakan sesuatu yang laras dengan
tuntunan agamanya. Allah Swt berfirman dalam QS. At-taubah/9: 119
         
Terjemahanya:
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar.”37
d. Ikhlas
Secara bahasa, Ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu
bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, Ikhlas berarti niat mengharap ridha
Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain.
e. Adil
Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata ‘adilun, yang berarti sama
dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diartikan tidak
berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada
kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak
ialah meletakan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu
sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukumyang
jahat sesuai dan kesalahan dan pelanggaranya.
f. Sabar
Sabar berasal dari kata “sobaro-yasbiru” yang artinya menahan. Dan
menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya
37 Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahannya, h. 206
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sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan
dari berbuat dosa dan sebagainya.
g. Berani
Syaja’ah artinya berani, tetapi bukan berani dalam arti siap menentang
siapa saja tanpa mempedulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah,
dan bukan pula berani mempeturutkan hawa nafsu, tetapi berani yang
berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Menurut
pandangan Islam, berani tidaklah ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh
kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Rasulullah Saw bersabda “Bukanlah yang
dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya pemberani itu
ialah orang yang sanggup menguasai dirinya diwaktu marah”. (HR. Muttafaqun
‘Alaih). Kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri (hawa nafsu) ketika




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sebagaimana layaknya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian tersebut
memiliki objek yang jelas untuk mendapatkan data yang otentik, teknik pengumpulan
data dan analisis data yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang
menggunakan pendekatan kualitatif. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas
humas pada bidang pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatan citra
Pemerintahan.
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kantor Balai Kota Makassar Jl. Jend.
Ahmad Yani No.2, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90171. Waktu
yang dilakukan selama 2 bulan yakni bulan 07 April- 07 Mei 2016.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah retorika yang
berasumsi bahwa proses penyusunan pesan hingga penyampaiannya dapat bersifat
informatif dan persuasif. Retorika adalah proses dialog yang memungkinkan berbagai
suara dapat terekspresikan. Semangat debat merupakan inti pendekatan retorika. Suara
(opini) yang relevan pada suatu dialog di masyarakat menyebabkan berbagai publik
terlibat dalam perbincangan untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk, jasa,
organisasi dan isu. Kegiatan retorika juga tidak hanya dilakukan individu tetapi juga
dilakukan organisasi  dengan tujuan memengaruhi opini, pemahaman, penilaian, dan
perilaku individu maupun kelompok publik.
Beberapa ilmuan yang memiliki andil utama sebagai perintis retorika,
diantaranya Foss, Cisneros, dkk., Bower & Och, Heath, dan Skerlep. Skerlep
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menyebutkan menyebutkan aktivitas public relations adalah retorika, karena berfungsi
sebagai pembuat dan pengatur pesan organisasi (corporate discourse) yang sering
berkaitan dengan konflik dan polemik.
Teori retorika memandang bahwa penggunaan simbol dalam pesan publik
relations harus dapat memberikan informasi, membangun struktur, dan menjalin
hubungan antar struktur tersebut. pesan public relations juga diarahkan membantu
pengambilan keputusan oleh publik agar dapat mendukung program organisasi dengan
didasari alasan yang logis, fakta yang akurat, dan mempertimbangkan aspek etis seperti
membuka diskursus publik.
Penelitian retorika pada public relations dimungkinkan karena retorika tidak
hanya membahas upaya memersuasi individu, misalnya melalui naskah pidato, majalah
internal atau brosur, buletin, dan poster. Kegiatan retorika juga tidak hanya dilakukan
individu tetapi juga dilakukan organisasi dengan tujuan memengaruhi opini,
pemahaman, penelitian, dan perilaku individu maupun kelompok publik. Beberapa
contoh penelitian public relations dalam perspektif retotika antara lain: meneliti
pengaruh strategi simbolis terhadapa debat kebijakan publik; meneliti bagaimana
pertukaran opini, fakta, dan argumentasi melalui strategi retorika antar individu atau
organisasi dalam proses negoisasi dan resolusi konflik.1
Sumber Data
Pada penelitian ini, adapun rincian sumber data yang penulis susun adalah:
1. Data Primer
Data empirik diperoleh secara langsung dengan melaksanakan wawancara
terhadap beberapa informan yang berhubungan langsung dengan aktivitas Humas
Pemkot Makassar yang meliputi pengaduan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang
akurat penulis mengadakan pendekatan dengan melaksanakan wawancara terhadap
1 Kriyantono Rachmat, Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal. Aplikasi Penelitian dan
Praktik, (Jakarta: Kencana,2014), h. 38-42
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sumber yang terkait. Adapun informan kunci yang terkait yaitu Fitri Juana, S. IP selaku
Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat, A. Alif Fadjri Luqman, S.Sos selaku
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Hamka Hamzah selaku Staf dan informan
pendukung Surya Syahrul Rajab, S.Ikom.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka dan dari dokumen atau arsip
yang terdapat pada Humas Pemkot Makassar, diantaranya: dokumen, foto-foto, dan
arsip yang berkaitan dengan bidang pengaduan masyarakat.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Metode Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas menjadi
pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan lebih efektif bila dilakukan secara
langsung dengan mengamati objek yang diteliti. Adapun objek yang akan diteliti adalah
Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar dalam Meningkatan Citra
Pemerintahan.
2. Metode Wawancara
Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang
berkompeten dan berhubungan langsung dengan aktivitas humas. Dalam hal ini yang
berkaitan dengan aktivitas humas pada bidang pengaduan adalah Fitri Juana, S. IP
selaku Kepala Sub  Bagian Pengaduan Masyarakat di Pemkot Makassar A. Alif Fadjri
Luqman, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Hamka Hamzah dan
Lukman selaku Staf dan informan pendukung Surya Syahrul Rajab, S.Ikom.
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3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda
tertulis seperti kliping, surat kabar, arsip, dokumentasi. Peneliti menggunakan bahan-
bahan tertulis yang mendukung penelitian seperti buku, jurnal.
D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif.
Menurut Kriyantono mengatakan bahwa riset kualitatif adalah riset yang menggunakan
cara berpikir induktif, yaitu: cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus
(fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).2
Analisis data kualitatif yang dilakukan mengacu pada aktivitas humas pada
bidang pengaduan Pemkot Makassar, maka data-data ini diperoleh dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil observasi, dokumentasi dan
wawancara yang dilakukan. Selanjutnya diambil sesuai dengan relevansi atau kebutuhan
penelitian ini.
Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti
langkah-langkah analisis data dan model yang dikemukan oleh Miles dan Hubermans
yaitu:3
1. Reduksi data adalah proses pemulihan, perumasan penelitian perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data yang ada pada data
yang relevan atau sesuai dengan permasalahan penelitian.
2. Penyajian data yaitu penyusunan data-data yang telah diperoleh dengan
mengambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi
secara sederhana sehingga mudah dipahami biasanya dalam bentuk test naratif.
Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang
2Kriyantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 194
3 Miles, Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-20
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terjadi dan apa yang harus dilakukan, berdasarkan pemahaman yang didapati
dari penyajian data.
3. Kesimpulan yaitu: dengan menyimpulkan permasakahan yang menjadi pokok
penelitian dalam rumusan masalah, sehingga dapat ditarik sesuatu kesimpulan




A. Gambaran Umum Lokasi
1. Keadaan Geografis
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di sulawesi, dari wilayah
kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke
wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada
koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian
yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan
daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua
muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai
jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya
berjumlah kurang lebih 175,77 km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat
Makassar di tambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km2.
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143
kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan
dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo,
Tamalanrea dan Biringkanaya.
Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah
utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah
selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar.1





Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di
Kota Makassar
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013.
2. Kondisi kependudukan Kota Makassar
Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang
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penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa Komposisi
penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin
Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang
berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki Penyebaran
penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa
penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak
154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul kecamatan
Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang
sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung
Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen).
Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu
33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km
persegi), kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi). Sedang kecamatan
Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu
sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per
km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah
(8.266 jiwa per km persegi), kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.
Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih
memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga)
kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala.
3. Tugas Pokok Humas Pemerintahan Kota Makassar
Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Humas memerinci lebih lanjut tugas
pokok tersebut sebagai berikut:
a. Pengumpulan dan pengolahan data
1) Mengumpulkan data untuk keperluan informasi.
2) Mengolah data.
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3) Menyajikan data sehingga siap di gunakan.
4) Mengarsipkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan kembali.
5) Melayani kebutuhan data bagi yang memerlukan.
6) Membuat kliping dari seluruh media massa.
b. Penerangan
1. Menyebarkan informasi, dengan jelas:
a) Menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi.
b) Memberikan paket informasi.
c) Memberikan bahan berita (release) baik yang tertulis maupun
foto.
2. Mengadakan hubungan dengan media massa, berupa:
a) Menyiapkan baik lewat pers maupun TVRI/RRI yang berbentuk
berita, wawancara, varia pendidikan, dinamika pembangunan,
siaran pedesaan, apresiasi budaya, dan lain-lain.
b) Mengadakan konperensi pers.
c) Mengatur wawancara langsung antara pejabat dengan wartawan.
3. Mengadakan pemberian kehumasan yang berupa:
a) Mengadakan temu karya (rapat kerja).
b) Mengadakan temu karya para wartawan dengan para pejabat.
4. Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto,
rekaman pidato, film movie, sambutan-sambutan, siaran TVRI dalam
bentuk video.
5. Menyelenggarakan pameran.
6. Memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan brita-berita dan
kliping.
7. Mentranskip rekaman pidato dan mengarsipkannya.
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8. Mengalbumkan foto-foto kegiatan.
9. Mengikuti kunjungan kerja pejabat/ pimpinan.
10. Mengadakan wisata pers (pers tour) ke obyek yang telah ditentukan.
4. Struktur Organisasi Sekretariat Humas Pemerintahan Kota Makassar
Struktur Organisasi Sekretariat Humas Pemerintahan Kota Makassar dapat
dilihat pada bagan berikut:
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Makassar
















A. Alif Fadjri Luqman, S.Sos
KASUB PEMBERITAAN
Muh. Ilyas Said, SE
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Adapun uraian tugas dari bagian Humas yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kasub Pengaduan
a. Pengolah pengaduan masyarakat.
1) Pengolahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 187
huruf a mempunyai tugas menyusun kerangka dan mekanisme tindak
lanjut pengaduan masyarakat.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah
a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
b) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
c) Mengumpulkan data dan bahan terkait dengan pengaduan
masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.
d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut
jawaban atau rekomendasi yang akan disampaikan yang
berhubungan dnegan pengaduan masyarakat.
e) Mengumpulkan bahan dana data terkait dengan jawaban.
f) Mempersiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat.
g) Mendata dan mencatat setiap pengaduan yang masuk.
h) Mengolah dan menganalisis informasi/pengaduan.
i) Mengarsipkan setiap bahan dan data pengaduan sebagai alat
kontrol.
j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugasnya.
b. Pengolah pelayan informasi publik dan dokumentasi.
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1) Pengolah Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud Pasal 187 huruf b mempunyai tugas memberikan informasi
kepada masyarakat yang membutuhkan guna transparansi informasi.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
adalah :
a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
b) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
c) Mengumpulkan data dan bahan terkait yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut
informasi yang dibutuhkan masyarakat.
e) Mengumpulkan bahan dan data terkait.
f) Mempersiapkan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi
publik dan dokumentasi.
g) Mendata dan mencatat setiap pelayanan informasi publik yang
dibutuhkan.
h) Mengolah dan menganalisis pelayanan informasi publik dan
dokumentasi.
i) Mengarsipkan setiap bahan dan data pelayanan informasi publik
dan dokumentasi sebagai alat kontrol.
j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.




a. Pengolah Bahan Monitoring Perkembangan Masyarakat
1) Pengolah Bahan Monitoring Perkembangan Masyarakat sebagaimana
dimaksud Pasal 180 huruf a mempunyai tugas mengumpulkan,
menyusun dan mengolah bahan dan data perkembangan masyarakat
Kota Makassar.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
adalah :
a) Mempelajari tigas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
b) Membuat kliping dan guntingan artikel yang terdapat dalam
berbagai media cetak yang berhubungan dengan berbagai
permasalahan dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
c) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir bahan dan data
perkembangan masyarakat Kota Makassar.
d) Mengolah data dan bahan yang diperoleh sehingga menjadi
informasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan.
e) Membuat konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang
tugasnya.
f) Membuat analisis secara berkala mengenai perkembangan
masyarakat Kota Makassar.
g) Melakukan monitoring secara terus menerus perkembangan
masyarakat.
h) Membuat laporan berkala hambatan dan kendala yang dihadapi
dalam hal perkembangan masyarakat.
i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
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j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Kasub Pemberitaan
a. Pengolah Bahan Informasi
1) Pengolah Bahan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 175 huruf a
mempunyai tugas mengolah dan mengumpulkan berbagai bahan dan
data berupa informasi guna pembuatan dan perumusan berbagai
kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
b) Mengumpulkan bahan dan data berupa informasi untuk
pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
c) Menginventarisir dan mengklasifikasikan berbagai informasi
sesuai dengan jenis dan sifatnya.
d) Membuat konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang
informasi.
e) Mengolah berbagai produk kebijakan pemerintah kota untuk
disajikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.
f) Membuat berbagai model program sebagai bahan untuk
menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
g) Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka jumpa pers yang
dilaksanakan secara berkala.
h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugasnya.
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b. Penelaah Berita Dalam Mass Media
1) Penelaah Berita dalam Mass Media sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 175 huruf b mempunyai tugas menelaah berbagai pemberitaan
berupa artikel dan rekaman audio visual yang terdapat pada media
cetak dan elektronik yang berhubungan dengan berbagai kebijakan
Pemerintah Kota Makassar.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
b) Membuat rekaman berita baik audio maupun visual yang
disiarkan oleh media elektronik (radio dan televisi) yang
berhubungan dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar.
c) Membuat telaahan berita yang terdapat dalam artikel media cetak
dan rekaman audio visual.
d) Membuat konsep naskah dinas yang berhubungan dengan
pemberitaan dalam mass media cetak maupun elektronik.
e) Membuat laporan berkala (mingguna, bulanan, tahunan) tentang
berbagai artikel dan rekaman yang terdapat pada media cetak dan
elektronik.
f) Membuat inventarisasi dan klasifikasi pemberitaan media cetak
dan elektronik berdasarkan sifat dan jenisnya.
g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugasnya.
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B. Aktivitas Humas pada Bidang Pengaduan Pemkot Makassar dalam
Meningkatan Citra Pemerintahan
Hubungan masyarakat atau yang disebut juga Public Relation merupakan salah satu
bagian terpenting dan tidak dapat terpisah dari sistem manajemen dalam suatu
organisasi. Hal ini dikarenakan, Humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi
antara organisasi dengan masyarakatnya tersebut dapat menentukan sukses atau
tidaknya usaha organisasi dalam upaya meraih citra positif.
Dengan kata lain, Humas berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian
informasi-informasi mengenai keadaan suatu organisasi yang dianggap penting dan
patut diketahui masyarakat. Setiap instansi pemerintah, baik yang berskala besar,
menengah ataupun kecil tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan
hubungan timbal balik antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam menghadapi
setiap permasalahan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap organisasi instansi pasti
membutuhkan bagian yang dapat menjalankan aktivitas yang menghubungkan lembaga/
instansi dengan para publiknya.
Pada dasarnya hubungan masyarakat (humas) yang berada di Kota Makassar terdiri
dari tiga bagian yaitu Sub Bagian Pemberitaan, Sub Bagian Dokumentasi dan Sub
Bagian Pengaduan. Peneliti hanya menfokuskan ke Sub Bagian Pengaduan.
Sub Bagian pengaduan masyarakat
a. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat
yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintahan terkait
berupa sumbangan pikiran suara, gagasan, keluhan, pengaduan yang bersifat
membangun.
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Menurut Firi Juana Kepala Sub Bagian Pengaduan mengatakan :
“ Sub Bagian pengaduan masyarakat adalah bagian dari humas. Sub bagian
pengaduan masyarakat itu sendiri mempunyai tugas untuk mengumpulkan data
dan bahan terkait tentang pengaduan masyarakat dan melakukan koordinasi
dengan instansi terkait serta mempersiapkan mekanisme dan prosedur
pengaduan masyarakat. Dalam hal ini ada Standar Operasional dan Prosedur
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SOP) yang sudah di sediakan
dalam hal menindak lanjuti pengaduan masyarakat”.2
Pernyataan diatas disampaikan Kasubag Pengaduan Masyarakat Pemerintahan
Kota Makassar. Humas bagian pengaduan dimaksudkan untuk membantu
masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan aparat Pemerintahan Kota
yang tidak maksimal.
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksana Penanganan Pengaduan
Masyarakat (SOP) adalah pedoman untuk melaksanakan kegiatan penanganan
pengaduan masyarakat juga menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat.
Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah
berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan
SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit
kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang
berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai
2 Fitri Juana (28 tahun) Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat”wawancara” di Balai Kota
Makassar, tanggal 28 April 2016.
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kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak
semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnya
setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki Standar
Operasional Prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.
b. Aktivitas Humas Bidang Pengaduan Pemerintahan Kota Makassar
Aktivitas humas sehari-hari dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik
(two way communication) terhadap seluruh publiknya (internal/eksternal). Mereka
tidak hanya berperan sebagai komunikator, seorang humas juga harus bisa menjadi
pendengar yang baik. Karena mereka harus mengetahui dan memahami pendapat
publik terhadap organisasi/pemerintahan. Tak jarang mereka harus mendengarkan
opini yang berbeda-beda, dikarenakan publik yang ditangani berbeda dan setiap
individu memiliki tanggapan dan sikap yang berbeda pula.
Dalam hal aktivitas sehari-hari bagian Humas Pengaduan Masyarakat di
Pemerintahan Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Sub
Bagian Pengaduan Masyarakat yaitu:
“Setiap hari menerima pengaduan baik itu media cetak, media sosial, sms
online, telepon dan pengaduan langsung. Setiap pengaduan yang masuk, kita
tindak lanjuti, kita telpon SKPD sebagai leading sector, dimana unit kerja yang
mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat tersebut. Jadi perlu diketahui
pengaduan masyarakat itu sub bagiannya bukanlah sebagai pengambil
kebijakan tetapi sebagai fasilitator atau sebagai penyambung lidah antara si
pengadu yang dalam hal ini masyarakat kepada SKPD sebagai unit kerja yang
bertanggung jawab atas pengaduan tersebut”.3
3 Fitri Juana (28 tahun) Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat”wawancara” di Balai Kota
Makassar, tanggal 28 April 2016.
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Salah satu ukuran maju dan berkembangnya suatu daerah ditentukan oleh
pencapaian kinerja dan prestasi kerja yang dihasilkan setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Seberapapun hebatnya seorang kepala daerah, jika tidak didukung
dengan profesionalisme dari SKPD maka roda pemerintahan tidak dapat berjalan
secara optimal. SKPD juga bisa dikatakan sebagai kepanjangan tugas dari tangan
Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan visi serta misi yang sudah mereka
janjikan kepada rakyat ketika berkampanye. Kemudian, Loyalitas kepada SKPD
juga sangat diperlukan untuk membentuk suatu pemerintahan daerah dengan
kinerja yang lebih optimal dari yang sudah ada sebelumnya. namun, jika SKPD
yang telah dipercaya Kepala Daerah tidak loyal, maka dapat menyebabkan semua
program-program yang sudah direncanakan tersebut tidak akan mendapatkan hasil
yang sesuai.
Menurut hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti menyimpulkan bahwa relasi
antara Humas bidang pengaduan tetap bersinergi kepada semua SKPD  untuk
menyelesaikan pengaduan masyarakat dari SKPD tersebut.
c. Bentuk-bentuk pengaduan Pemerintahan Kota Makassar
Pengaduan masyarakat yang masuk ke humas bidang pengaduan masyarakat
pemerintahan kota makassar, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Humas dengan
menyampaikan laporan masyarakat tersebut ke SKPD yang terkait. Contohnya
laporan masyarakat tentang masalah sampah yang belum di angkut, selanjutnya
tindakan humas pengaduan menyampaikan kepada dinas kebersihan tentang
laporan tersebut.
Langkah-langkah awal masyarakat untuk bisa melakukan pengaduan di
Pemerintahan Kota Makassar yaitu:
“Didalam pengaduan masyarakat banyak cara yang biasa digunakan. Pertama,
melalui Media Cetak. Masyarakat bisa menghubungi media cetak seperti koran
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misalnya Tribun Timur, Fajar, Ujung Pandang Expres atau Berita Kota
Makassar. Bagaimana keluhan masyarakat disampaikan ke media cetak.
Kemudian media cetak menyampaikan kepada lembaga pengaduan. kemudian
staf pengaduan mencatat dan membukukan atau mengarsipkan isi pengaduan
kedalam blangko pengaduan. Kemudian Kasubag pengaduan meverifikasi
pengaduan masyarakat untuk ditujukan ke SKPD dan Kasubag pengaduan
berkoordinasi dan menyampaikan isi aduan ke unit kerja/ SKPD yang
bertanggung jawab atas hal pengaduan yang bersangkutan. Kedua, melalui
Telepon, masyarakat bisa menelpon langsung kelembaga pengaduan Kota
Makassar dengan menghubungi nomor telp: 0411-3630249. Kemudian
Kasubag pengaduan berkoordinasi dan menyampaikan isi aduan ke SKPD
yang bertanggung jawab atas pengaduan yang bersangkutan. Ketiga, melalui
SMS Online, masyarakat bisa menyampaikan keluhan dengan menghubungi
nomor telp: 081141115097. Kemudian Kasubag pengaduan berkoordinasi dan
menyampaikan isi aduan ke SKPD yang bertanggung jawab atas pengaduan.
Keempat pengaduan langsung, masyarakat bisa langsung mendatangi kantor
Balai Kota Makassar bagian pengaduan, Jl. Ahmad Yani no.2 di lantai 2.
Masyarakat bisa menyampaikan langsung pengaduannya ke Kasubag
Pengaduan, kemudian Kasubag pengaduan menghubungi SKPD yang terkait
atas pengaduan tersebut. Dan kelima melalui Media Sosial, masyarakat bisa
melakukan pengaduan dengan mengkunjungi Fanpage Facebook (Humas
Pemkot Makassar ) bisa juga lewat twitter @humasmakassar terkait tentang
pengaduan”.4
Jadi dalam bidang pengaduan yang berada di Pemerintahan Kota Makassar,
masyarakat bisa melakukan pengaduan lewat saluran di antaranya media cetak,
4 Fitri Juana (Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat)”wawancara” di Balai Kota Makassar,
tanggal 28 April 2016.
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telepon, sms online, pengaduan langsung dan media sosial. dengan adanya
bentuk pengaduan tersebut masyarakat mudah melaporkan  pengaduannya
dengan memilih salah satu bentuk pengaduan tersebut.
d. Proses perkembangan Pengaduan masyarakat setiap tahun
Menurut hasil survei yang penulis dapat proses perkembangan bidang
Pengaduan Masyarakat setiap tahun.
“Pada tahun 2015  bentuk pengaduan sebanyak 2065 pengaduan. Semua pengaduan
yang masuk di bidang pengaduan berusaha untuk menyelesaikan meskipun ada
sebagian kecil yang terhambat. Contohnya jalan berlubang. Bidang pengaduan
menyampaikan kepada Dinas PU. Kemudian Dinas PU sudah mengusulkan
anggaran selanjutnya. Jadi bidang pengaduan harus menunggu anggaran
selanjutnya untuk bisa menyelesaikan pengaduan tersebut.”5
Dengan melihat sarana/ pelayanan yang ada maka dapat dipahami bahwa tingkat
kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, dapat di lihat dari kemampuan
masyarakat khususnya di Humas bidang Pengaduan.
Lebih jelasnya mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.3 :











1. Januari 91 7 2 - - 100
2. Februari 93 5 1 - - 99
3. Maret 101 8 8 - - 117
4. April 257 - 10 2 - 269
5 Fitri Juana (28 tahun) Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat”wawancara” di Balai Kota
Makassar, tanggal 28 April 2016.
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5. Mei 217 - 4 2 - 223
6. Juni 238 - 8 4 - 250
7. Juli 177 - 6 6 3 192
8. Agustus 188 - 3 2 - 193
9. September 169 - 3 1 - 173
10. Oktober 159 - 5 1 - 165
11. November 141 - 5 - - 146
12. Desember 129 - 7 2 - 138
Total Keseluruhan Pengaduan 2065
Sumber : Humas Pengaduan Masyarakat
Dari data tabel 4.3 di atas, maka dapat di ketahui bahwa tingkat pengaduan yang
paling banyak adalah di Media cetak. Karena pengaduan masyarakat di bantu oleh
empat media surat kabar yaitu Tribun Timur, Berita Kota, fajar dan upeks untuk
memuat pengaduan masyarakat, maka banyak masyarakat cenderung lewat media metak
karena bisa di ekspos di media secara langsung. Di antara  jenis-jenis pengaduan itu
seperti Drainase, Penertiban, Layanan Kecamatan/Kelurahan, Dinas Pekerjaan Umum
PDAM, PD Parkir.
C. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Aktivitas Humas pada Bidang
Pengaduan Pemkot Makassar dalam meningkatan Citra Pemerintahan.
1. Faktor Pendukung
a. Press room.
Dengan keberadaan press room, maka Humas Pemkot Makassar dengan
bisa segera merespon aduan masyarakat. Press room juga dapat
mempermudah masyarakat dalam menyalurkan aduannya, sehingga
masalah yang di hadapi masyarakat bisa terselesaiakan dengan cepat.
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b. Membuat posko pengaduan atau bekerjasama dengan ombudsman dan
lembaga-lembaga yang terkait Misalnya membuka website resmi pemkot
makassar atau membuat website khusus pengaduan di portal online atau
sosial media.6
2. Faktor penghambat
Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam aktivitas humas di bidang
pengaduan adalah:
a. Sarana dan prasana
Salah satu penghambat dalam melaksanakan aktivitas Humas adalah sarana
dan prasarana. melihat kondisi yang ada sarana dan prasarana masih terbatas.
Sarana merupakan fasilitas yang dipakai secara langsung  misalnya komputer.
Komputer sangat di butuhkan untuk mengakses data mengimput data, mengirim
dan menerima informasi. sedangkan prasarana merupakan fasilitas penunjang dari
sarana misalnya gedung. Gedung sangat dibutuhkan untuk tempat rapat, melakukan
sosialisasi dll.
b. Sumber Daya Manusia atau Aparat
Salah satu hambatan dalam aktivitas Humas adalah sumber daya manusia,
dimana lebih banyak berstatus Non PNS karena pegawai atau staf humas yang
berada di Pemerintahan Kota Makassar menduduki jabatan yang tidak sesuai
dengan keahliannya. Adapun keluhan yang dirasakan pegawai atau staf humas yang
masih berstatus kontrak yaitu perasaan khawatir jika sewaktu-waktu di berhentikan,
kepuasaan gaji yang belum sesuai dengan pekerjaan, kontribusi dan kinerja.
c. Koordinasi
Salah satu penghambat dalam aktivitas humas adalah koordinasi antara atasan
langsung atau pimpinan ke bawahan yang utamanya dari Kabag ke Kasubag dan ke
6 Surya Syahrul Rajab (27 tahun) informan pendukung “wawancara” tanggal  22 juli 2016
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Staf, baik secara teknis maupun non teknis. Koordinasi adalah suatu proses dimana
pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara
bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.
Adapun hal-hal  yang menghambat koordinasi antara atasan ke bawahan yaitu
sebagai berikut:
1. Setiap bagian/golongan mementingkan bagiannya masing-masing,
sehingga dapat menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugas
masing-masing.
2. Setiap kepala bagian atau unit yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tugasnya dalam unitnya sendiri.
3. Adanya kepentingan dalam unit-unit atau bagian-bagian, sehingga
mereka cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan
bagiannya sendiri.
Ketiga hal tersebut dikatakan sebagai penghambat dalam suatu koordinasi karena setiap
masing-masing bagian mementingkan bagiannya sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama
dalam koordinasi tersebut.7
Selain koordinasi antara atasan dan staf yang menjadi hambatan humas pengaduan
dalam meningkatkan citra pemerintahan yaitu kurangnya koordinasi antara SKPD
Dari hasil wawancara dengan Fitri Juana selaku Kepala Sub Bagian Pengaduan
mengatakan bahwa faktor penghambat dalam aktivitas bidang pengaduan
Pemerintahan Kota Makassar dalam peningkatan citra pemerintahan sebagai
berikut:
7 A. Alif Fadjri Luqman (48 tahun) Kepala Sub Bagian Dokumentasi”wawancara” di Balai Kota
Makassa, tanggal 28 April 2016.
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“Terkadang jawaban yang masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Misalnya pengaduan masyarakat melalui media cetak, yth kepada PDAM, saluran
air dirumah saya tidak menyala, setelah datang petugas PDAM ditemukan
kerusakan bagian dalam  kran pdam (sebelum meteran, kemudian kami dikenakan
biaya pergantian sebesar Rp 150.000. padahal rumah baru dibeli dari developer dan
belum ditempati. Apakah jika ada kerusakan peralatan PDAM yang bukan
disebabkan oleh pelanggan maka secara otomatis menjadi tanggung jawab
pelanggan pak, karena setahu saya instalasi setelah meteran yang menjadi tanggung
jawab pelanggan, maka sebelum meteraan adalah tanggung jawab  PDAM.
Kemudian bidang pengaduan akan mengkonfirmasi dengan pihak Humas PDAM.
Tetapi ketika setelah menghubungi SKPD, SKPDnya terkadang masih
membutuhkan waktu yang lebih dari waktu yang telah ditentukan pihak bidang
pengaduan. Sehingga bidang pengaduan menjelaskan kepada masyarakat apa
sebenarnya kebijakan yang menjadi keputusan oleh pimpinan humas. Semua
kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan humas tidak lain hanya untuk
kesejahteraa, yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.”8
Jadi ketika masyarakat melakukan pengaduan, harus mengikuti setiap peraturan-
peratuan yang telah di tetap oleh bidang pengaduan. karena terkadang jawaban
masyarakat tidak sesuai dengan peraturaan yang ada, dan mesti harus bersabar karena
SKPD terkait biasanya masih membutuhkan waktu yang lebih dari waktu yang telah
ditentukan pihak bidang pengaduan.
Kendala dan solusi yang dihadapi Humas bidang Pengaduan Pemerintahan Kota
Makassar. Dalam menjalankan tugasnya, Humas juga memiliki berbagai macam
kendala.
8 Fitri Juana (28 tahun) Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat”wawancara” di Balai Kota
Makassar, tanggal 28 April 2016
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Kendala yang dihadapi oleh Humas di berbagai bidang diantaranya adalah:
Bidang pemerintahan:
Kurangnya pengenalan Pemerintah terhadap masyarakat sehingga Pemerintah
tidak dapat mengontrol isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai
Pemerintah. Ini merupakan salah-satu hambatan kerja bagi seorang Humas dan
kurangnya media masa dalam suatu kalangan masyarakat sehingga seorang Humas
kurang maksimal dalam menyampaikan suatu informasi dari Pemerintah terhadap
masyarakat.
Solusi bagi kendala-kendala yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :
Bidang pemerintahan :
Seorang humas sebaiknya membuat program kegiatan yang membuat
Pemerintah terlibat kontak langsung dengan publiknya sehingga menciptakan hubungan
yang baik (merakyat) dengan masyarakatnya dan Humas sebaiknya seluruh media masa
yang ada di kalangan masyarakat dalam menyampaikan informasi dari Pemerintah
sehingga masyarakat dapat mengatahuai lebih luas kegiatan apa saja yang dilakukan
Pemerintah sehingga menciptakan image keterbukaan antara masyarakat dengan
Pemerintah. Selain itu, humas juga harus menjalin hubungan kerja sama yang baik
dengan pemilik media massa untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Kendala atau permasalahan dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan
cara menyelesaikan kendala tersebut menurut Kepala Sub Bagian Pengaduan.
“ Contoh masyarakat mengadu dalam bentuk informasi kepada humas bidang
pengaduan, pada saat itu juga menjawab atas keluhan tersebut. Tetapi kalau
pengaduan itu berbentuk teknisi misalnya sampah perlu di angkat, pada saat itu
juga humas bidang pengaduan tidak bisa menjanjikan kepada masyarakat atas
keluhannya karena humas bidang pengaduan harus mengetahui apakah sampah itu
berada di tingkat RT, RW, Kelurahan atau Kecamatan. Karena humas bidang
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pengaduan harus menghormati, menghargai siapa yang menjadi Kepala
Wilayahnya. Misalnya dalam lingkup Kelurahan, jadi humas bidang pengaduan
menghubungi Kelurahan atas keluhan dari masyarakatnya.” 9
Dengan demikian Humas pengaduan bukalah pengambil kebijakan tetapi
sebagai fasilitator atau penghubung antara si Pengadu dan SKPD yang terkait.
9 Fitri Juana (28 tahun) Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat”wawancara” di Balai Kota





Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Aktivitas Humas pada bidang pengaduan Pemkot Makassar meliputi aktivitas
internal dan aktivitas eksternal yang mempunyai tujuan menfasilitasi pengaduan
ke SKPD terkait dan menyusun kerangka dan mekanisme tindak lanjut
pengaduan masyarakat. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengaduan
adalah : a) pengaduan melalui Media Cetak. Masyarakat bisa menghubungi
media cetak seperti koran misalnya Tribun Timur, Fajar, Ujung Pandang Expres
atau Berita Kota Makassar. b) pengaduan melalui Telepon, masyarakat bisa
menelpon langsung kelembaga pengaduan Kota Makassar dengan menghubungi
nomor telp: 0411-3630249. c) pengaduan melalui SMS Online, masyarakat bisa
menyampaikan keluhan dengan menghubungi nomor telp: 081141115097. d)
pengaduan langsung, masyarakat bisa langsung mendatangi kantor Balai Kota
Makassar bagian pengaduan, Jl. Ahmad Yani no.2 di lantai 2. e) pengaduan
melalui Media Sosial, masyarakat bisa melakukan pengaduan dengan
mengkunjungi Fanpage Facebook (Humas Pemkot Makassar ) bisa juga lewat
twitter @humasmakassar terkait tentang pengaduan.
2. Faktor pendukung dalam aktivitas Humas pada bidang pengaduan meliputi: a)
Press room, b) membuat posko pengaduan. Faktor penghambat dalam aktivitas




1. Perlunya peningkatan sosialisasi pelaksanaan program–program layanan
pemerintah agar masyarakat tidak mendapat pelayanan buruk dari SKPD yang
bersangkutaan.
2. Saran untuk bagian humas sebaiknya ketika ada orang melakukan penelitian
hendaknya memberikan arahan atau masukan tentang kegiatan-kegiatan yang
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AKTIVITAS HUMAS BIDANG PENGADUAN PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR
DALAM MENCIPTAKAN CITRA PEMERINTAHAN
PERTANYAAN:
1. Bagaimana tugas Kepala sub bagian Pengaduan Masyarakat?
2. Bagaimana Aktivitas sehari-hari bagian Humas Pengaduan Masyarakat di
Pemerintahan Kota Makassar?
3. Bagaimana langkah awal masyarakat untuk bisa melakukan pengaduan di
Pemerintahan Makassar?
4. Berapa  banyak bentuk Pengaduan Masyarakat yang ada di Pemerintahan Kota
Makassar?
5. Bagaimana cara penyelesaikan setiap Pengaduan dari masyarakat?
6. Apa fungsi dari setiap pengaduan tersebut?
7. Apakah ada  kendala dalam menindak lanjuti Pengaduan masuk? Kalau ada kendala
seperti apa? Dan bagaimana menyelesaikan kendala itu?
8. Bagaimana proses perkembangan Pengaduan Masyarakat setiap tahun?
9. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas bidang Pengaduan
pemerintahan kota makassar dalam menciptakan citra pemerintahan?
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